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PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang 	: 	a. 	bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan dan pengembangan wilayah administratif Kecamatan di wilayah Daerah, khususnya untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; 

		b. 	bahwa pengaturan dan pengembangan wilayah Kecamatan perlu dilakukan melalui pembentukan Kecamatan baru, dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan, beban kerja, potensi daerah, aspirasi dan pemberdayaan masyarakat, disertai dengan pemberian kewenangan yang lebih luas, nyata dan proporsional yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

		c. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan.

Mengingat 	: 	1. 	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

		2.  	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

		3.  	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

		4. 	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);



		5. 	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

		6. 	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4  Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

		7. 	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

		8. 	Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2002-2011 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);;

		9.	Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);

		10. 	Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);

		11. 	Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Parepare Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE
	
MEMUTUSKAN :

Menetapkan 	: 	PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Parepare.

3. Walikota adalah Walikota Parepare.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota.

5. Pemerintahan Kecamatan adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat serta perangkatnya dalam suatu batas wilayah administrative tertentu, yang terbagi ke dalam beberapa wilayah Kelurahan.



BAB II

TUJUAN DAN SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 3

Dalam pembentukan Kecamatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. faktor jumlah penduduk yaitu jumlah penduduk paling rendah;
b. faktor luas wilayah yaitu luas wilayah yang dapat terjangkau dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
c. faktor sosial budaya yaitu suasana yang dapat mendukung terwujudnya kerukunan dalam hubungannya dengan adat istiadat;
d. faktor potensi yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat dan sumber pendapatan;
e. faktor sarana dan prasarana pemerintahan;
f. faktor karakteristik Daerah yang merupakan daerah perkotaan.

BAB III

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 4

(1) 	Dalam wilayah Daerah ditetapkan sebanyak 4 (empat) Kecamatan, yaitu :

a. 	Kecamatan Bacukiki;
b. 	Kecamatan Bacukiki Barat;
c. 	Kecamatan Ujung;
d. 	Kecamatan Soreang.

(2) 	Khusus Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kecamatan Bacukiki dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Bacukiki dan Bacukiki Barat.

Pasal 5

Batas-batas dan luas masing-masing Kecamatan, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

HAK DAN KEWENANGAN KECAMATAN

Pasal 6

(1) 	Kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai hak dan kewenangan sebagai berikut :

a.	menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dibebankan kepadanya;
b. melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. 	memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pembangunan;
d. 	melakukan pembinaan keamanan dan ketertiban di 	 wilayahnya.



(2) 	Hal-hal yang terkait dengan pelimpahan kewenangan yang bersifat lebih teknis diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 7

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan dalam wilayah Kecamatan dibentuk Kelurahan.

(2) Kelurahan dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-Undagan.

BAB VI

ORGANISASI PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 8

Terhadap setiap Kecamatan ditetapkan pengaturan mengenai organisasi dan tata kerjanya sesuai dengan pedoman yang berlaku dibidang kelembagaan perangkat daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.





Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.   

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare



Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 23 April 2007

WALIKOTA PAREPARE,

              CAP/TTD

MOHAMMAD ZAIN KATOE



Diundangkan di Parepare
pada tanggal 23 April 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE

                                  CAP/TTD

                          USMAN TARANG 






LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2007 NOMOR 4
5

image1.png





